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ABSTRACT

This research aims to analyze the concepts of wakalah and agency from a contemporary Figh perspective,
Jfocusing on their relevance in modern transactions. The research design employs a comprebensive library
research method, examining various primary and secondary literature related to Figh muamalabh, Islamic
contract law, and agency practices in the contemporary era. The main findings indicate that although the
concept of wakalah has strong roots in classical Figh, its application in the form of modern agency requires
careful interpretation and adaptation to suit current economic dynamics. A fundamental distinction between
wakalah as pure representation and agency as a commercial activity needs to be understood to avoid legal
ambiguity. The implication of this research is the importance of developing a more adaptive Figh framework
to accommodate complex: agency practices, ensuring sharia compliance while remaining relevant to martket
needs. This implication enconrages Islamic financial institutions and legal practitioners to draft more
transparent and sharia-compliant contracts for agency transactions. The originality of this research lies in
its comparative analysis between traditional wakalah and modern agency concepts from a contemporary
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Figh perspective, providing a theoretical foundation for the development of innovative sharia-compliant
products and services within the realm of agency.

Keywords: Wakalah, Agency, Contemporary Figh, Library Research, Muamalah 1aw
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakalah dan keagenan dari perspektif
tikih kontemporer, dengan fokus pada relevansinya dalam transaksi modern. Desain
penelitian menggunakan metode studi pustaka (Zbrary research) yang komprehensif,
mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder terkait fikih muamalah, hukum kontrak
Islam, dan praktik keagenan di era kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa
meskipun konsep wakalah memiliki akar kuat dalam fikih klasik, penerapannya dalam
bentuk keagenan modern membutuhkan interpretasi dan adaptasi yang cermat agar sesuai
dengan dinamika ekonomi saat ini. Perbedaan mendasar antara wakalah sebagai perwakilan
murni dan keagenan sebagai aktivitas komersial perlu dipahami untuk menghindari
ambiguitas hukum. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kerangka
fikih yang lebih adaptif untuk mengakomodasi praktik keagenan yang kompleks,
memastikan kepatuhan syariah sambil tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Implikasi ini
mendorong lembaga keuangan syariah dan praktisi hukum untuk menyusun akad yang
lebih transparan dan sesuai prinsip syariah dalam transaksi keagenan. Nilai orisinalitas
penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara wakalah tradisional dan konsep
keagenan modern dari sudut pandang fikih kontemporer, memberikan landasan teoretis
untuk pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif dalam ranah keagenan.

Kata Kunci: Wakalah, Keagenan, Fikih Kontemporer, Studi Pustaka, Hukum Muamalah

INTRODUCTION

Sektor ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat secara global,
termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ini tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi
juga meluas ke berbagai instrumen keuangan dan transaksi bisnis lainnya. Dalam konteks
ini, konsep- konsep fikih muamalah menjadi sangat relevan sebagai landasan operasional.
Salah satu konsep fundamental yang banyak digunakan, baik secara eksplisit maupun
implisit, adalah wakalah (perwakilan atau pendelegasian kuasa) dan keagenan. Wakalah,
dalam fikih klasik, merujuk pada pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk
melakukan suatu tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Al-Zuhayli, 2003). Konsep ini
telah lama menjadi bagian integral dari berbagai transaksi dalam Islam, mulai dari jual bel,
sewa-menyewa, hingga perbankan.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan
munculnya berbagai model bisnis baru, konsep keagenan modern telah berkembang jauh
melampaui batasan wakalah tradisional. Keagenan dalam konteks kontemporer tidak hanya
mencakup delegasi kuasa semata, tetapi juga melibatkan hubungan komersial, pembagian
keuntungan, tanggung jawab, dan risiko yang lebih kompleks. Agen, dalam banyak kasus,
bertindak sebagai perantara yang mencari keuntungan dari aktivitas tersebut, berbeda
dengan wakil yang mungkin hanya mendapatkan upah atas jasa perwakilannya. Fenomena
ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai bagaimana konsep wakalah yang sudah
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mapan dalam fikih dapat diadaptasi dan diintegrasikan dengan praktik keagenan modern
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah (Usmani, 2002).

Tantangan utama terletak pada penyesuaian antara doktrin fikih yang telah berusia
berabad- abad dengan realitas ekonomi yang terus berubah. Transaksi keagenan
kontemporer, seperti keagenan asuransi, keagenan properti, agen penjualan, atau bahkan
model bisnis franchise, seringkali melibatkan struktur kontrak yang rumit dan pembagian
risiko yang tidak selalu linier seperti pada wakalah murni (El-Gamal, 2006). Oleh karena
itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap relevansi wakalah dan keagenan
dalam perspektif fikih kontemporer, untuk memastikan bahwa praktik ekonomi syariah
tetap inovatif, kompetitif, dan patuh syariah.

Permasalahan wakalah dan keagenan dalam fikih kontemporer tidak hanya terbatas
pada aspek teoretis, tetapi juga memiliki implikasi signifikan dari sisi kebijakan dan regulasi.
Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat fatwa dan peraturan yang mengatur produk-
produk syariah, kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif mengenai aplikasi
wakalah dalam berbagai bentuk keagenan modern masih belum sepenuhnya matang
(Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000). Hal ini menyebabkan potensi
ambiguitas dalam penafsiran hukum dan inkonsistensi dalam praktik di lapangan.

Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI),
dihadapkan pada tantangan untuk menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi
produk dan layanan syariah yang melibatkan elemen keagenan, tanpa mengurangi tingkat
kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Kurangnya panduan yang jelas mengenai
batasan antara wakalah sebagai perwakilan dan keagenan sebagai aktivitas komersial dapat
menimbulkan masalah dalam penetapan akad, pembagian risiko, dan penentuan hak dan
kewajiban para pihak (Bank Indonesia, 2006). Sebagai contoh, dalam perbankan syariah,
penggunaan wakalah dalam produk pembiayaan seringkali harus disesuaikan dengan
praktik keagenan untuk distribusi produk atau pengelolaan dana. Tanpa regulasi yang
memadali, potensi sengketa dan ketidakpastian hukum dapat meningkat.

Pengaruh signifikansi dari permasalahan ini sangat luas. Pertama, ketidakjelasan
konsep dapat menghambat inovasi produk syariah. Lembaga keuangan syariah mungkin
enggan mengembangkan produk yang kompleks jika dasar fikih dan regulasinya belum
kokoh (Chapra, 2008). Kedua, hal ini berpotensi menimbulkan praktik sharia shopping atau
sharia arbitrage, di mana pihak-pithak mencoba memanfaatkan celah hukum untuk tujuan
komersial semata tanpa memperhatikan substansi syariah. Ketiga, dan yang paling penting,
kredibilitas dan integritas ekonomi syariah secara keseluruhan dapat terancam jika ada
keraguan mengenai keabsahan syariah dari transaksi-transaksi yang melibatkan elemen
keagenan. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah sangat bergantung pada
kepatuhan syariah yang ketat dan transparan.

Selain itu, dalam konteks globalisasi ekonomi, harmonisasi standar fikih dan regulasi
menjadi krusial. Perbedaan interpretasi wakalah dan keagenan antar yurisdiksi dapat
menciptakan hambatan bagi transaksi lintas batas dan investasi syariah internasional
(Archer & Karim, 2007). Oleh karena itu, diskusi dan penelitian mendalam mengenai topik
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ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah yang
berkelanjutan dan terintegrasi.

Memahami dan menerapkan konsep wakalah serta keagenan dari perspektif fikih
kontemporer adalah sebuah keniscayaan, namun bukan tanpa tantangan yang signifikan.
Salah satu kesulitan utama terletak pada perbedaan paradigma yang mendasar. Wakalah
klasik dibangun di atas prinsip pendelegasian kuasa murni tanpa implikasi komersial yang
signifikan bagi wakil, selain upah jasa. Sebaliknya, keagenan modern kerap melibatkan
unsur profit, risiko, dan bahkan investasi langsung oleh agen itu sendiri (Kahf, 1999).
Menjembatani dua paradigma ini tanpa mengkompromikan prinsip syariah inti menjadi
tantangan terbesar yang memerlukan interpretasi dan adaptasi yang hati-hati.

Selain itu, kompleksitas struktur kontrak dalam transaksi keagenan modern
menambah lapisan kesulitan. Banyak skema keagenan saat ini bersifat multifaset,
melibatkan beberapa pihak dan berbagai jenis akad yang saling terkait. Memastikan bahwa
setiap elemen kontrak sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur gharar
(ketidakpastian), riba (bunga), atau maysir (judi) memerlukan keahlian fikih yang mendalam
dan pemahaman yang cermat terhadap dinamika bisnis modern (Siddigi, 2001).

Tantangan lain adalah keterbatasan referensi fikih klasik. Meskipun literatur fikih
klasik sangat kaya dan mendalam, ia mungkin tidak secara eksplisit membahas semua
nuansa dan kompleksitas praktik keagenan yang muncul di era digital dan globalisasi saat
ini. Hal ini menuntut ijtthad (penalaran hukum) kontemporer yang hati-hati, yang harus
senantiasa berbasis pada maqasid syariah (tujuan syariah) agar relevan dan aplikatif tanpa
menyimpang dari esensi ajaran Islam (Kamali, 2008). Terakhir, harmonisasi regulasi juga
menjadi kendala. Berbagai lembaga dan negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam
merumuskan kerangka hukum untuk keuangan syariah, yang dapat menimbulkan
fragmentasi dan ketidakpastian, mempersulit penerapan standar universal untuk keagenan
syariah.

Melihat tantangan di atas, inovasi dalam pemikiran fikih dan pengembangan produk
menjadi sangat penting. Inovasi di sini bukan berarti mengubah prinsip dasar syariah,
melainkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinterpretasikan dan diterapkan secara
fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dan dinamika pasar modern. Ini mencakup
pengembangan akad- akad baru yang mengintegrasikan wakalah dengan elemen keagenan
modern secara syariah, serta penyusunan fatwa dan regulasi yang lebih jelas dan adaptif.

Misalnya, bagaimana konsep wakalah bil ujrah (wakalah dengan upah) dapat
dikembangkan menjadi model di mana agen tidak hanya menerima upah tetap, tetapi juga
bagian dari keuntungan atau komisi yang adil, tanpa jatuh ke dalam perangkap bunga atau
spekulasi yang berlebihan (Arif, 2011). Inovasi juga diperlukan dalam penggunaan
teknologi untuk memfasilitasi transaksi keagenan yang transparan dan patuh syariah, seperti
platform digital untuk distribusi produk syariah atau aplikasi fintech yang berbasis wakalah.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan komitmen kuat terhadap
pengembangan ekonomi syariah, memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam
inovasi ini. Beberapa upaya inovatif telah terlihat, meskipun belum sepenuhnya
komprehensif. Misalnya, pengembangan produk pembiayaan dengan skema wakalah bil
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istithmar (wakalah untuk investasi) atau wakalah bi al-tawakkul (wakalah dengan
penanggungan risiko) dalam konteks asuransi syariah (takaful) (Antonio, 2001).

Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan
lembaga seperti DSN-MUI serta OJK terus berupaya untuk menyusun fatwa dan regulasi
yang lebih relevan. Pengembangan ekosistem digital syariah, seperti platform peer-to-peer
lending syariah atau crowdfunding syariah, juga merupakan bagian dari inovasi yang
melibatkan elemen keagenan. Dalam konteks ini, agen bisa menjadi penghubung antara
investor dan UMKM, atau antara pemberi dana dan penerima dana, dengan dasar akad
wakalah yang disesuaikan.

Integrasi persoalan wakalah dan keagenan dalam fikih kontemporer merupakan upaya
esensial untuk menyatukan dua entitas yang, meskipun berbeda, saling terkait erat dalam
konteks ekonomi syariah modern. Keberhasilan integrasi ini bergantung pada pemahaman
mendalam terhadap berbagai komponen utama. Pertama, diperlukan analisis fikih
komparatif yang cermat, membandingkan konsep wakalah dalam mazhab fikih klasik
dengan karakteristik keagenan modern, untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan
fundamental (Hasan, 2004). Analisis ini menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap
adaptasi tetap berakar kuat pada prinsip syariah. Kedua, sangat penting untuk
mengidentifikasi batasan syariah yang tidak boleh dilampaui dalam mengadaptasi konsep
keagenan modern. Ini mencakup larangan tegas terhadap riba (bunga), gharar
(ketidakpastian betlebihan), dan maysir (judi/spekulasi), yang harus dihindari dalam setiap
formulasi akad. Ketiga, perlu adanya perumusan akad inovatif yang fleksibel dan adaptif,
mengembangkan model akad wakalah yang dapat diterapkan pada berbagai jenis transaksi
keagenan modern, seperti wakalah untuk pemasaran, distribusi, atau manajemen aset
(Khan, 2010). Keempat, kerangka regulasi dan kebijakan harus terus dianalisis dan
disempurnakan untuk mendukung praktik keagenan syariah yang inovatif dan transparan.
Terakhir, studi kasus praktis yang mengkaji aplikasi wakalah dan keagenan dalam produk
dan layanan syariah yang sudah ada di Indonesia—seperti asuransi syariah, reksa dana
syariah, atau fintech syariah—akan memberikan wawasan berharga tentang implementasi
di lapangan. Kelima komponen ini membentuk kerangka integratif yang komprehensif
untuk menavigasi kompleksitas antara fikih klasik dan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Penelitian ini berkontribusi signifikan pada pencapaian tujuan pengembangan
ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Dengan menyediakan analisis yang jelas dan
komprehensif tentang wakalah dan keagenan dari perspektif fikih kontemporer, penelitian
ini akan secara substansial meningkatkan pemahaman bagi akademisi, praktisi, dan
regulator mengenai harmonisasi antara wakalah klasik dan keagenan modern. Pemahaman
yang lebih dalam ini akan menjadi katalisator dalam mendukung inovasi produk,
menyediakan landasan teoretis yang kokoh untuk pengembangan produk dan layanan
syariah yang inovatif dan sesuai syariah di bidang keagenan. Lebih jauh lagi, penelitian ini
berperan penting dalam memperkuat kepatuhan syariah, membantu memastikan bahwa
setiap transaksi keagenan dalam ekonomi syariah dilakukan dengan standar kepatuhan yang
tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
Penelitian ini juga diharapkan mendorong harmonisasi regulasi dengan memberikan
masukan berharga bagi perumusan kebijakan dan regulasi yang lebih jelas dan konsisten,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhirnya, kontribusi ini akan
membantu mengatasi ambiguitas hukum dan mengurangi potensi sengketa serta

Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2025)
https://lenteraperadaban.hadana.id E-ISSN: 3090-0573

175



https://lenteraperadaban.hadana.id/

Sigit Prianjaya, Suhartono, Rifqi
The Concept of Wakalah and Modern Agency in Contemporary Islamic Law

ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat kurangnya kejelasan dalam penerapan
konsep wakalah-keagenan.

Pencapaian tujuan pengembangan wakalah dan keagenan dalam konteks fikih
kontemporer memerlukan strategi yang terkoordinasi dan multi-pihak. Pertama, kolaborasi
erat antara akademisi dan praktisi sangatlah vital, memfasilitasi pertukaran ide dan
penelitian antara ulama fikih, akademisi hukum, dan praktisi keuangan syariah untuk
menghasilkan solusi yang relevan dan dapat diterapkan (Islamic Financial Services Board,
2009). Kedua, peran aktif regulator adalah krusial; mereka harus proaktif dalam menyusun
kerangka hukum dan fatwa yang adaptif, serta memberikan pedoman yang jelas bagi
lembaga keuangan syariah. Ketiga, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat
umum, pelaku bisnis, dan mahasiswa tentang konsep wakalah dan keagenan dalam
ckonomi syariah menjadi pondasi untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi (Karim,
2010). Keempat, pemanfaatan teknologi digital harus didorong untuk memfasilitasi
transaksi keagenan syariah yang efisien, transparan, dan aman. Terakhir, upaya standarisasi
internasional perlu digencarkan untuk mencapai konsensus dalam interpretasi dan aplikasi
wakalah-keagenan di tingkat global, guna memfasilitasi transaksi lintas batas dan
mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang terintegrasi di seluruh dunia. Strategi-
strategi ini secara kolektif akan memastikan bahwa ekonomi syariah tetap dinamis dan
relevan dalam menghadapi tantangan modern.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) sebagai
pendekatan utamanya. Batasan ini berarti bahwa data yang digunakan akan bersumber dari
literatur yang sudah ada, termasuk buku, jurnal ilmiah, fatwa, peraturan, dan publikasi
relevan lainnya. Fokus penelitian akan terbatas pada analisis teoretis dan konseptual
wakalah dan keagenan dari perspektif fikih kontemporer, tanpa melibatkan pengumpulan
data empiris melalui wawancara, survei, atau observasi lapangan. Meskipun studi pustaka
memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai pandangan dan argumen fikih,
keterbatasannya terletak pada kurangnya data primer yang dapat menggambarkan praktik
riil atau tantangan implementasi di lapangan secara langsung. Namun, batasan ini
memungkinkan fokus yang lebih tajam pada pengembangan kerangka konseptual dan
teoretis yang kuat.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa meskipun konsep wakalah dan keagenan
memiliki dasar fikih yang kuat, potensi kesulitan implementasinya di masyarakat dapat
muncul karena beberapa faktor. Pertama, pemahaman masyarakat yang heterogen tentang
konsep syariah dan perbedaan antara wakalah tradisional dan keagenan modern.
Masyarakat mungkin masih menganggap wakalah sebatas perwakilan sederhana, sehingga
sulit menerima model keagenan yang lebih kompleks dengan pembagian risiko dan
keuntungan yang berbeda. Kedua, resistensi terhadap perubahan atau inovasi. Meskipun
inovasi diperlukan, perubahan dalam praktik bisnis yang sudah berjalan lama dapat
menimbulkan resistensi dari pelaku pasar atau bahkan dari sebagian ulama yang cenderung
konservatif. Ketiga, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti kurangnya lembaga
pelatihan yang memadai untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang fikih muamalah
kontemporer, atau ketersediaan ahli syariah yang memahami seluk-beluk praktik keagenan
modern.

Asumsi-asumsi ini menyoroti bahwa pengembangan kerangka fikih dan regulasi yang
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solid tidaklah cukup. Keberhasilan implementasi juga sangat bergantung pada upaya
sosialisasi, edukasi, dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan di seluruh ekosistem
ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library
research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami
dan menginterpretasikan fenomena yang kompleks, yaitu harmonisasi fikih klasik dengan
praktik kontemporer, bukan mengukur atau menguji hubungan antar variabel secara
statistik. Studi pustaka sangat cocok untuk tujuan ini karena memungkinkan peneliti untuk
melakukan eksplorasi mendalam terhadap literatur yang relevan, mengidentifikasi argumen-
argumen utama, dan mensintesiskan berbagai perspektif untuk membangun pemahaman
yang komprehensif. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan
analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif yang bersifat kualitatif. Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada studi pustaka murni. Ini berarti
penelitian tidak akan melibatkan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, survet,
atau observasi. Fokusnya adalah analisis teoretis dan konseptual berdasarkan literatur yang
sudah ada. Keterbatasan ini memungkinkan penelitian untuk fokus secara mendalam pada
analisis doktrin fikih dan kerangka konseptual, namun mungkin tidak secara langsung
mencerminkan dinamika implementasi di lapangan.

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep wakalah dan
keagenan dari perspektif fikih kontemporer, dengan fokus pada relevansinya dalam
transaksi modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka yang
komprehensif, kami telah mengkaji berbagai literatur primer fikih klasik serta sumber data
sekunder kontemporer, termasuk jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, dan regulasi dari
OJK serta Bank Indonesia. Hasil analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana
konsep wakalah, yang secara fundamental adalah perwakilan atau pendelegasian kuasa,
berinteraksi dan beradaptasi dengan kompleksitas keagenan modern yang seringkali
melibatkan hubungan komersial, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan risiko yang
lebih beragam.

A. Harmonisasi Fikih Wakalah dan Keagenan Modern: Tantangan,
Implikasi, dan Solusi Kebijakan

Pertumbuhan pesat sektor ekonomi syariah global, termasuk di Indonesia,
membawa serta kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali konsep-konsep fikih
klasik agar relevan dengan dinamika transaksi modern. Salah satu area krusial yang
memerlukan adaptasi dan interpretasi cermat adalah hubungan antara wakalah dan
keagenan. Meskipun wakalah telah lama menjadi tulang punggung transaksi Islam
sebagai akad pendelegasian kuasa, sifat keagenan modern yang semakin kompleks
menuntut analisis mendalam untuk memastikan kepatuhan syariah dan keberlanjutan
bisnis.

Pada intinya, perbedaan fundamental antara wakalah klasik dan keagenan
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modern menjadi kunci utama dalam memahami kompleksitas ini. Wakalah klasik
secara tradisional dipahami sebagai akad tabarru'at (non-komersial) atau ghairu lazim
(tidak mengikat), di mana seorang wakil (penerima kuasa) bertindak atas nama
muwakkil (pemberi kuasa) untuk memfasilitasi tindakan hukum tertentu. Jika ada,
upah (ujrah) yang diterima wakil biasanya bersifat tetap dan tidak terkait langsung
dengan hasil atau risiko transaksi, kecuali jika ada kelalaian (Al-Zuhayli, 2003).
Paradigma ini menekankan peran wakil sebagai pelaksana amanah tanpa kepentingan
komersial yang signifikan.

Namun, lanskap ekonomi telah berubah drastis. Keagenan modern telah meluas
ke berbagai sektor seperti asuransi, properti, penjualan, dan franchise, di mana agen
bukan sekadar perwakilan pasif. Mereka seringkali memiliki kepentingan komersial
langsung, berinvestasi, menanggung sebagian risiko, dan mendapatkan keuntungan
yang fluktuatif atau berbasis komisi dari keberhasilan transaksi (El-Gamal, 2000).
Contohnya, seorang agen asuransi syariah (takaful) mungkin menerima komisi
berdasarkan jumlah polis yang terjual, atau agen properti mendapatkan persentase
dari harga jual aset. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial tentang status
fikih agen modern: apakah mereka tetap berfungsi sebagai wakil murni atau telah
bertransformasi menjadi pithak dengan kepentingan finansial yang dapat
memengaruhi akad?

Tantangan fikih dalam mengadaptasi wakalah ke dalam kerangka keagenan
modern sangatlah signifikan. Pertama, unsur keuntungan dan risiko agen dalam
keagenan modern seringkali bertentangan dengan pemahaman wakalah murni yang
lebih menekankan peran wakil sebagai pelaksana amanah. Ini menimbulkan
kekhawatiran serius terkait potensi gharar (ketidakpastian berlebihan), riba (bunga),
atau maysir (judi/spekulasi) jika struktur akad tidak dirumuskan dengan cermat
(Siddiqi, 2001). Misalnya, jika komisi agen sangat bergantung pada hasil yang tidak
pasti atau melibatkan elemen spekulatif, maka hal tersebut perlu ditinjau ulang dari
perspektif syariah. Kedua, kompleksitas struktur kontrak dalam keagenan modern
yang sering melibatkan multi-akad—seperti gabungan wakalah dengan ju'alah (upah
atas pekerjaan) atau musyarakah (kemitraan)— menjadi tantangan tersendiri.
Memastikan bahwa setiap komponen kontrak tetap syariah dan tidak mengandung
larangan syariah adalah pekerjaan yang rumit dan membutuhkan keahlian mendalam
(Khan, 2010). Ketiga, keterbatasan referensi fikih klasik menjadi hambatan lain.
Meskipun literatur fikih klasik sangat kaya, ia mungkin tidak secara eksplisit
membahas semua nuansa dan kompleksitas praktik keagenan yang muncul di era
digital dan globalisasi saat ini. Oleh karena itu, diperlukan ijtthad kontemporer yang
cermat, berdasarkan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), untuk mengembangkan
kerangka fikih yang relevan dan aplikatif (Kamali, 2008).

Implikasi permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teoretis fikih, tetapi
juga merambah ke ranah kebijakan dan regulasi, khususnya di Indonesia. Meskipun
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan
beberapa fatwa terkait wakalah dalam konteks produk keuangan syariah (Dewan
Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, 2000), kerangka hukum yang spesifik dan
komprehensif untuk berbagai bentuk keagenan modern yang lebih kompleks masih
belum sepenuhnya matang di Indonesia. Hal ini menyebabkan potensi ambiguitas
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dalam penafsiran hukum dan inkonsistensi dalam praktik di lapangan. Regulator
seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada
tantangan untuk menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi produk dan
layanan syariah yang melibatkan elemen keagenan, tanpa mengurangi tingkat
kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen (Bank Indonesia, 2006). Kurangnya
panduan yang jelas mengenai batasan antara wakalah sebagai perwakilan murni dan
keagenan sebagai aktivitas komersial dapat menimbulkan masalah dalam penetapan
akad, pembagian risiko, serta penentuan hak dan kewajiban para pihak. Kondisi ini
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah, menimbulkan risiko bagi
konsumen, dan berpotensi merusak kredibilitas industri jika tidak segera diatasi.

Implikasi Adaptasi Wakalah-Keagenan bagi Masyarakat dan Masa Depan
Ekonomi Syariah

Temuan penelitian ini menggarisbawahi implikasi yang signifikan dan luas
terhadap masyarakat, baik sebagai pelaku ekonomi maupun konsumen, terkait
dengan adaptasi konsep wakalah dalam keagenan modern. Pemahaman yang lebih
jelas mengenai harmonisasi antara kedua konsep ini akan menjadi katalisator bagi
perkembangan ekonomi syariah yang lebih dinamis, transparan, dan terpercaya.

Salah satu dampak paling langsung adalah pada pengembangan produk
keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif. Dengan adanya interpretasi fikih yang
lebih jelas tentang bagaimana wakalah dapat diintegrasikan ke dalam model keagenan
modern, lembaga keuangan syariah memiliki landasan yang kokoh untuk merancang
dan meluncurkan produk serta layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar
kontemporer. Contohnya, skema pembiayaan seperti wakalah bil istithmar (wakalah
untuk investasi) atau wakalah bi al-tawakkul (wakalah dengan penanggungan risiko)
dalam asuransi syariah (takaful) dapat dikembangkan lebih lanjut, menawarkan
fleksibilitas yang lebih besar dalam manajemen risiko dan keuntungan (Antonio,
2001). Ini juga membuka pintu bagi adaptasi prinsip syariah pada model bisnis digital
modern, seperti fintech syariah, peer-to-peer lending syariah, atau platform
crowdfunding berbasis syariah, di mana agen berperan sebagai perantara kunci dalam
menghubungkan penyedia dana dengan pihak yang membutuhkan. Dampak
positifnya bagi masyarakat adalah ketersediaan pilihan produk syariah yang lebih
beragam, relevan, dan efisien di era digital. Inovasi ini tidak hanya memperluas
aksesibilitas terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga berpotensi meningkatkan
inklusi keuangan syariah secara keseluruhan, menarik segmen pasar yang lebih luas
yang sebelumnya mungkin ragu untuk berpartisipasi karena keterbatasan produk atau
pemahaman.

Implikasi penting lainnya adalah peningkatan kepercayaan dan kredibilitas
ekonomi syariah. Dengan adanya interpretasi fikih dan regulasi yang jelas mengenai
aplikasi wakalah dalam keagenan modern, ambiguitas hukum dapat diminimalisir.
Kejelasan ini akan memperkuat kepatuhan syariah dari transaksi-transaksi keagenan,
sehingga secara efektif mengurangi risiko praktik seperti sharia shopping atau sharia
arbitrage, di mana pihak-pihak mencoba memanfaatkan celah hukum demi
keuntungan semata tanpa memperhatikan substansi syariah (Chapra, 2008). Dampak
langsung bagi masyarakat adalah peningkatan transparansi dan kepastian hukum,
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yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga
keuangan syariah dan produk- produknya. Konsumen akan merasa lebih aman dan
yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan prinsip
syariah. Aspek kepercayaan ini krusial untuk pertumbuhan jangka panjang dan
keberlanjutan ekonomi syariah, karena tanpa keyakinan yang kuat dari masyarakat,
adopsi produk dan layanan syariah akan tetap terbatas. Kredibilitas yang tinggi juga
akan menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, yang
mencari investasi sesuai prinsip syariah.

Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen yang
lebih baik. Regulasi yang lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban agen serta
muwakkil (pemberi kuasa) dalam transaksi keagenan syariah akan secara signifikan
memperkuat kerangka perlindungan konsumen. Ini mencakup kejelasan mengenai
pembagian risiko antara semua pihak yang terlibat, transparansi biaya yang dikenakan
oleh agen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses. Dalam
transaksi keagenan modern yang kompleks, seringkali ada banyak pihak yang terlibat
dan potensi ketidakjelasan dalam tanggung jawab. Dengan adanya regulasi yang kuat,
konsumen akan memiliki posisi yang lebih kuat dan terlindungi dari potensi praktik
yang merugikan atau tidak sesuai syariah. Mereka akan dapat membuat keputusan
keuangan yang lebih terinformasi, memahami implikasi dari setiap transaksi
keagenan, dan memiliki saluran yang jelas untuk mengajukan keluhan jika terjadi
masalah, sehingga menumbuhkan lingkungan transaksi yang lebih adil.

Terakhir, pembahasan mengenai harmonisasi standar global merupakan
implikasi jangka panjang yang fundamental. Diskusi mendalam dan kesepahaman
tentang bagaimana konsep wakalah dan keagenan diadaptasi dan diatur dapat
berkontribusi pada harmonisasi standar fikih dan regulasi di tingkat internasional
(Archer & Karim, 2007). Dalam ekonomi global yang semakin terhubung, perbedaan
interpretasi atau regulasi antar yurisdiksi dapat menciptakan hambatan bagi transaksi
lintas batas dan investasi syariah internasional. Dengan adanya standar yang
harmonis, transaksi dan investasi syariah lintas batas akan menjadi lebih mudabh,
efisien, dan menarik. Ini akan membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi di
Indonesia untuk berinteraksi dengan pasar global dan bagi investor internasional
untuk masuk ke pasar syariah Indonesia, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat
ekonomi syariah global. Pada akhirnya, masyarakat dapat menikmati manfaat dari
pasar keuangan syariah yang lebih terintegrasi, yang berpotensi membawa dampak
eckonomi yang lebih besar dan stabil melalui aliran modal dan inovasi yang lebih
lancar.

Strategi Komprehensif untuk Mengoptimalkan Implementasi Wakalah dan
Keagenan dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Untuk meningkatkan kualitas implementasi wakalah dan keagenan dalam
perspektif fikih kontemporer, diperlukan strategi yang terkoordinasi dan multi-
dimensi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada
edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, memastikan bahwa kerangka syariah
tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika ekonomi modern.
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Strategi pertama dan terpenting adalah pengembangan fatwa dan regulasi yang
adaptif dan komprehensif. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) harus terus proaktif dalam mengeluarkan fatwa-fatwa baru yang secara spesifik
membahas model-model keagenan modern yang terus muncul. Ini mencakup skema
komisi, bagi hasil, dan pembagian risiko yang lebih kompleks dalam konteks wakalah,
seperti yang terlihat dalam fintech atau ekosistem ekonomi digital. Sejalan dengan itu,
regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki
peran krusial dalam menyusun peraturan pelaksana yang detail dan jelas. Peraturan
ini harus memastikan konsistensi antara fatwa dan regulasi yang ada (Dewan Syariah
Nasional- Majelis Ulama Indonesia, 2000; Bank Indonesia, 2006). Panduan yang
komprehensif mengenai due diligence syariah, penentuan ujrah (upah) atau komisi
yang adil, serta mekanisme penanganan sengketa yang transparan akan sangat
membantu pelaku industri. Sebagai contoh konkret, DSN-MUI dapat merumuskan
fatwa khusus untuk keagenan digital, keagenan pemasaran syariah dalam e-
commerce, atau keagenan investasi di platform fintech, memberikan kepastian
hukum bagi inovator.

Strategi kedua adalah edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada berbagai
pemangku kepentingan. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan upaya
kolektif. Akademisi dan lembaga pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan kurikulum
fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan keagenan modern. Ini akan
membekali mahasiswa dengan pemahaman teoretis yang kuat dan kemampuan
adaptasi terhadap praktik bisnis syariah yang berkembang. Bagi praktisi industri,
seperti keuangan syariah, notaris, dan pengacara, pelatihan khusus mengenai seluk-
beluk akad wakalah dan keagenan sangat penting. Pelatthan ini harus mencakup studi
kasus dan simulasi untuk mempersiapkan mereka menghadapi kompleksitas kontrak
modern. Lebih jauh lagi, edukasi masif harus menyasar masyarakat umum melalui
kampanye literasi keuangan syariah. Kampanye ini harus menjelaskan perbedaan dan
manfaat wakalah/keagenan syariah secara mudah dicerna, menggunakan media
massa, seminar, dan platform digital yang efektif (Karim, 2010). Sebagai contoh,
pengembangan modul pelatihan sertifikasi bagi agen syariah yang mencakup
pemahaman fikih mendalam dan aspek komersial akan menciptakan tenaga
profesional yang mumpuni.

Strategi ketiga adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga. Mendorong
kolaborasi erat antara ulama fikih (DSN-MUI), regulator (OJK, BI), akademisi,
praktisi industri, dan asosiasi profesi akan sangat mempercepat proses harmonisasi.
Forum diskusi reguler dapat diadakan untuk membahas isu-isu baru yang muncul dari
inovasi produk dan layanan, serta untuk mencapai konsensus fikih dan kebijakan yang
diperlukan (Islamic Financial Services Board, 2009). Pembentukan gugus tugas
bersama antara DSN-MUI dan OJK, misalnya, dapat menjadi contoh konkret untuk
meninjau dan merumuskan fatwa serta regulasi terkait keagenan syariah secara
terkoordinasi dan responsif. Kolaborasi semacam ini akan memastikan bahwa setiap
kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan semua perspektif, dari syariah hingga
praktis, sehingga menghasilkan regulasi yang inklusif dan efektif.

Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah pemanfaatan teknologi
(Fintech Syariah). Mendorong pengembangan fintech syariah adalah kunci untuk
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memfasilitasi transaksi keagenan secara transparan, efisien, dan patuh syariah.
Teknologi seperti blockchain atau smart contracts dapat dimanfaatkan untuk
memastikan kepatuhan akad secara otomatis, mengurangi potensi gharar
(ketidakpastian berlebihan) atau sengketa, dan meningkatkan kepercayaan para pihak
(Arif, 2011). Sebagai contoh, pengembangan platform digital yang secara otomatis
menerapkan akad wakalah dan menghitung komisi agen berdasarkan prinsip syariah
akan menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi, sekaligus memastikan
kepatuhan syariah pada setiap tahap transaksi. Inovasi teknologi ini bukan hanya alat
pendukung, tetapi juga merupakan pilar utama dalam membangun ekosistem
ekonomi syariah yang maju dan kompetitif di era digital.

Mengatasi Hambatan Implementasi Wakalah dan Keagenan Syariah di Era
Modern

Meskipun strategi-strategi untuk mengintegrasikan wakalah dan keagenan
dalam ekonomi syariah kontemporer terlihat menjanjikan, implementasinya tidak
terlepas dari berbagai tantangan signifikan. Mengidentifikasi dan memahami
hambatan-hambatan ini sangat krusial untuk merumuskan solusi yang efektif dan
memastikan keberlanjutan pengembangan ekonomi syariah.

Salah satu tantangan utama adalah heterogenitas pemahaman fikih. Perbedaan
mazhab dan interpretasi fikih di kalangan ulama dapat menyulitkan pencapaian
konsensus dalam perumusan fatwa yang aplikatif untuk semua jenis keagenan
modern. Misalnya, pandangan tentang sejauh mana seorang agen boleh menanggung
risiko atau mendapatkan keuntungan fluktuatif bisa berbeda antar ahli fikih (Kahf,
1999). Heterogenitas ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat
inovasi karena pelaku pasar mungkin ragu untuk mengadopsi model bisnis yang
belum memiliki dasar fikih yang disepakati secara luas.

Tantangan kedua adalah kecepatan inovasi bisnis yang jauh melampaui proses
regulasi. Perkembangan model bisnis dan teknologi, terutama di sektor fintech,
seringkali jauh lebih cepat daripada proses penyusunan fatwa dan regulasi. Hal ini
dapat menciptakan kesenjangan hukum dan regulasi, di mana inovasi sudah berjalan
sementara kerangka syariah dan hukumnya belum sepenuhnya tersedia atau jelas
(Chapra, 2008). Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik abu-abu atau bahkan
pelanggaran syariah tanpa disadari, karena belum ada panduan yang memadai.

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten menjadi
kendala serius. Terbatasnya jumlah ahli fikih muamalah yang sekaligus memahami
dinamika bisnis modern dan regulasi keuangan merupakan jurang pemisah yang
signifikan. Kurangnya SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek
syariah dan operasional bisnis keagenan menyulitkan perancangan, implementasi, dan
pengawasan produk-produk syariah yang kompleks. Ini juga berlaku untuk praktisi di
lapangan yang seringkali belum memahami aspek syariah secara mendalam dalam
konteks keagenan modern.

Keempat, adanya resistensi dari pasar dan para pemangku kepentingan.
Perubahan dalam praktik bisnis yang sudah mapan, bahkan jika dimaksudkan untuk
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kepatuhan syariah, dapat menemui resistensi dari pelaku pasar atau bahkan dari
konsumen yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah di baliknya
(Karim, 2010). Proses transisi dari model konvensional ke model syariah dalam
praktik keagenan memerlukan edukasi yang intensif dan kesediaan untuk beradaptasi
dari semua pihak.

Terakhir, biaya dan kompleksitas implementasi juga menjadi hambatan.
Mengadaptasi sistem dan prosedur yang ada agar sesuai dengan standar syariah yang
ketat, terutama dalam transaksi keagenan yang kompleks, bisa membutuhkan
investasi besar dalam teknologi, pelatihan, dan sumber daya manusia. Lembaga
keuangan atau bisnis yang ingin beralih ke model keagenan syariah mungkin
menghadapi biaya awal yang tinggi untuk mematuhi regulasi dan mengembangkan
infrastruktur yang sesuai. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan upaya
kolaboratif dan terencana dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi
syariah, mulai dari ulama, regulator, akademisi, hingga pelaku industri. Tanpa solusi
yang efektif, potensi penuh dari wakalah dan keagenan syariah dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi Islam akan sulit tercapai.

Transformasi Ekonomi Syariah Melalui Implementasi Wakalah dan
Keagenan yang Efektif

Jika strategi-strategi yang diuraikan untuk mengintegrasikan wakalah dan
keagenan dalam perspektif fikih kontemporer berhasil diimplementasikan secara
komprehensif, dampaknya terhadap ekonomi syariah akan sangat signifikan dan
membawa angin segar bagi berbagai sektor. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi
tentang mewujudkan potensi penuh ekonomi syariah sebagai kekuatan pendorong
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan inklusi dan pertumbuhan
ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan adanya produk dan layanan keagenan
syariah yang jelas, inovatif, dan mudah diakses, ekosistem ekonomi syariah akan
mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Ini berarti lebih banyak individu
dan bisnis, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat
memanfaatkan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Inovasi dalam pembiayaan berbasis wakalah atau model bisnis keagenan digital akan
menarik partisipasi yang lebih besar, mendorong pertumbuhan volume transaksi, dan
pada akhirnya, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah secara makro.

Sejalan dengan itu, akan terjadi peningkatan kepercayaan baik dari investor
maupun konsumen. Ketika kepatuhan syariah dari produk dan layanan keagenan
terjamin melalui fatwa dan regulasi yang jelas, keraguan dan ambiguitas hukum akan
berkurang drastis. Hal ini akan membangun keyakinan yang kuat di kalangan investor
yang mencari alternatif investasi yang etis dan bertanggung jawab, mendorong mereka
untuk mengalokasikan lebih banyak modal ke dalam instrumen syariah. Bagi
konsumen, kejelasan ini berarti mereka dapat bertransaksi dengan rasa aman, yakin
bahwa setiap akad yang mereka masuki telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kepercayaan yang meningkat ini adalah fondasi krusial bagi keberlanjutan dan
ekspansi ekonomi syariah dalam jangka panjang.
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Selain itu, implementasi yang berhasil akan membawa peningkatan kualitas tata
kelola perusahaan syariah. Kejelasan regulasi dan fatwa tidak hanya memberikan
panduan operasional, tetapi juga mendorong praktik tata kelola yang lebih transparan
dan akuntabel dalam setiap entitas syariah yang melibatkan keagenan. Dengan standar
yang lebih tinggi dalam manajemen risiko, pelaporan, dan kepatuhan syariah,
lembaga- lembaga ini akan beroperasi dengan integritas yang lebih besar. Ini akan
mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian syariah, sehingga
memperkuat reputasi industri secara keseluruhan dan menarik lebih banyak partisipan
yang menghargai praktik bisnis yang etis.

Terakhir, integrasi wakalah dan keagenan yang efektif akan berkontribusi pada
pengembangan ekosistem keuangan syariah yang lebih holistik. Ini berarti ekonomi
syariah tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi akan merambah ke berbagai
sektor bisnis lainnya seperti asuransi, pasar modal, fintech, dan properti, dengan akad
keagenan sebagai jembatannya. Ekosistem yang komprehensif ini akan menciptakan
sinergi antar sektor, membuka peluang kolaborasi baru, dan mendorong inovasi lintas
bidang. Dengan demikian, ekonomi syariah akan menjadi kekuatan yang lebih terpadu
dan tangguh, mampu mendukung berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat
secara lebih luas.

Membentuk SDM dan Literasi Digital untuk Ekosistem Ekonomi Syariah
yang Adaptif

Implementasi efektif dari konsep wakalah dan keagenan dalam perspektif fikih
kontemporer tidak hanya berdampak pada produk dan regulasi, tetapi juga memiliki
implikasi mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan
literasi digital di tengah masyarakat. Ini adalah kunci untuk membangun ekosistem
ekonomi syariah yang tangguh dan adaptif di era digital.

Implikasi pertama adalah munculnya kebutuhan mendesak akan pengembangan
SDM berkompetensi ganda. Seiring dengan evolusi model bisnis keagenan syariah
yang semakin kompleks dan berbasis teknologi, akan ada permintaan tinggi untuk
para profesional yang tidak hanya menguasai fikih muamalah secara mendalam, tetapi
juga memahami seluk-beluk bisnis modern, teknologi digital, dan regulasi keuangan.
Ini berarti lembaga pendidikan tinggi dan pelatthan harus merombak atau
menciptakan program studi dan sertifikasi yang bersifat interdisipliner. Kurikulum
harus menggabungkan syariah, hukum, ekonomi, dan teknologi, memastikan lulusan
memiliki pemahaman holistik yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh
konkret, kita akan melihat kemunculan profesi baru seperti "Konsultan Syariah
Digital" atau "Manajer Produk Keagenan Syariah Fintech", yang membutuhkan
kombinasi keahlian syariah dan teknologi. SDM dengan kompetensi ganda ini akan
menjadi tulang punggung inovasi dan kepatuhan syariah di masa depan.

Kedua, implementasi ini secara langsung akan mendorong peningkatan literasi
keuangan syariah dan literasi digital masyarakat. Edukasi mengenai konsep wakalah
dan keagenan dalam konteks digital menjadi sangat penting. Konsumen perlu
memahami bagaimana akad wakalah diterapkan dalam berbagai aplikasi fintech
syariah, bagaimana risiko dibagi antara pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana
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keuntungan dihitung secara syariah. Pemahaman ini akan memberdayakan konsumen
untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sesuai syariah. Di samping
itu, edukasi ini secara inheren akan mendorong literasi digital, karena masyarakat
harus terbiasa dan nyaman dengan transaksi serta layanan yang berbasis teknologi.
Program edukasi publik tentang penggunaan e-wallet syariah yang menggunakan akad
wakalah, atau bagaimana platform investasi digital syariah beroperasi, adalah contoh
nyata untuk meningkatkan pemahaman ini.

Terakhir, inovasi dalam produk dan layanan keagenan syariah akan secara
langsung mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Seiring dengan
pertumbuhan ekosistem ini, akan muncul kebutuhan akan berbagai peran spesialis.
Ini termasuk pengembang fintech syariah yang dapat merancang aplikasi inovatif,
auditor syariah digital yang memastikan kepatuhan teknologi, dan konsultan
kepatuhan syariah yang memberikan saran ahli pada model bisnis baru. Penciptaan
lapangan kerja ini bukan hanya sekadar jumlah, melainkan juga berkualitas tinggi,
menuntut keahlian khusus dan memberikan kontribusi signifikan terhadap
perekonomian.

Secara keseluruhan, adaptasi wakalah dan keagenan bukan hanya tentang
memodernisasi fikih, tetapi juga tentang investasi strategis pada sumber daya manusia
dan kapasitas digital. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan ekonomi
syariah tetap relevan, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Agenda Riset dan Kebijakan untuk Masa Depan Wakalah dan Keagenan
Syariah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang komprehensif mengenai
wakalah dan keagenan dalam perspektif fikih kontemporer, penting untuk
merumuskan serangkaian rekomendasi yang akan memandu penelitian lanjutan dan
pengembangan kebijakan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
ekonomi syariah dapat terus berinovasi sambil mempertahankan kepatuhan syariah
yang ketat di tengah dinamika pasar modern.

Untuk penelitian lanjutan, beberapa area kunci perlu dieksplorasi lebih dalam.
Pertama, studi kasus empiris pada lembaga keuangan syariah atau fintech syariah di
Indonesia yang telah mengimplementasikan model keagenan berbasis wakalah sangat
direkomendasikan. Wawancara dengan praktisi dan regulator akan memberikan
wawasan berharga tentang tantangan dan keberhasilan implementasi di lapangan,
melengkapi analisis studi pustaka. Kedua, analisis perbandingan hukum yang lebih
mendalam antara regulasi wakalah/keagenan di Indonesia dengan negara-negara yang
memiliki ekosistem keuangan syariah maju, seperti Malaysia atau negara-negara GCC,
akan membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan area peningkatan. Ketiga, riset
pengembangan model akad yang inovatif dan spesifik diperlukan untuk jenis-jenis
keagenan modern yang belum sepenuhnya tercakup oleh fatwa atau regulasi yang ada,
seperti keagenan e- commerce syariah atau gig economy syariah. Keempat, penelitian
harus meneliti dampak teknologi pada wakalah dan keagenan, khususnya potensi dan
tantangan penggunaan blockchain, smart contracts, dan Artificial Intelligence (Al)
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dalam mengotomatisasi dan memvalidasi transaksi keagenan syariah. Terakhir,
penting untuk melakukan survei persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap
produk dan layanan keagenan syariah yang inovatif, guna mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi adopsi dan kepercayaan.

Sementara itu, dari sisi pengembangan kebijakan, beberapa langkah strategis
harus diambil. Pertama, pemerintah dan regulator, berkolaborasi dengan DSN-MUI,
perlu menyusun roadmap jangka panjang untuk pengembangan kerangka fikih dan
regulasi keagenan syariah. Roadmap ini harus komprehensif, responsif terhadap
inovasi, dan dapat diantisipasi oleh pelaku pasar, memberikan kepastian hukum yang
sangat dibutuhkan. Kedua, pembentukan forum regulasi syariah lintas sektor menjadi
krusial. Forum ini harus melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta DSN-MUI untuk membahas dan
menyelaraskan kebijakan terkait fintech syariah dan model keagenan digital,
menghindari fragmentasi dan duplikasi regulasi. Ketiga, perlu ada insentif fiskal atau
non-fiskal bagi lembaga yang mengembangkan produk dan layanan keagenan syariah
yang inovatif dan sesuai dengan maqasid syariah. Ini akan mendorong inovasi dan
kompetisi. Keempat, pengembangan program sertifikasi nasional untuk profesional
di bidang keagenan syariah sangat penting untuk memastikan mereka memiliki
pemahaman yang kuat tentang fikih dan praktik bisnis. Terakhir, peningkatan alokasi
anggaran untuk literasi dan edukasi keuangan syariah yang spesifik tentang wakalah
dan keagenan harus menjadi prioritas, menggunakan berbagai saluran komunikasi
termasuk digital, untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
Melalui sinergi antara riset mendalam dan kebijakan yang progresif, Indonesia dapat
memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam pengembangan ekonomi syariah
global, dengan wakalah dan keagenan sebagai pilar inovasi dan kepatuhan.

CONCLUSION

Konsep wakalah dalam fikih klasik ternyata tidak bisa begitu saja diterapkan di dunia
modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik keagenan modern yang sering
melibatkan keuntungan, risiko, dan kontrak komersial memerlukan adaptasi cermat agar
tetap selaras prinsip syariah. Tantangan muncul karena risiko gharar, riba, dan maysir, serta
keterbatasan referensi klasik yang tidak membahas kompleksitas keagenan kontemporer.
Di Indonesia, kondisi hukum yang belum sepenuhnya jelas membuat pengembangan
keagenan syariah modern masih menghadapi banyak hambatan. Namun, peluangnya besar.
Pemahaman yang tepat tentang harmonisasi wakalah dan praktik keagenan modern bisa
mendorong inovasi produk keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan
melindungi konsumen. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi lintas sektor, regulasi
yang adaptif, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi fintech.
Penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi studi kasus, perbandingan hukum,
pengembangan model akad inovatif, dan dampak teknologi digital. Dengan langkah-
langkah ini, ekonomi syariah Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif, kompetitif, dan
berkelanjutan, sambil tetap setia pada nilai-nilai Islam.
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